ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten
Bojonegoro dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi
Warga Negara Asing Perspektif Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan”, ini ditulis oleh Nadia Putri Supyani, NIM.
126103213269, Program Studi Hukum Tatanegara, Jurusan Syariah, Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung, 2025, Pembimbing: Muhammad Amiril A’la, M.H.
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Pelayanan Administasi Kependudukan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan pelayanan
administrasi kependudukan bagi warga negara asing yang ada di Indonesia
khususnya di Bojonegoro. Namun dalam praktiknya, WNA kerap menghadapi
hambatan seperti keterbatasan informasi prosedur, kendala bahasa, rumitnya
persyaratan administrasi.

Rumusan masalah yang akan menjadi penelitian bagi penulis yaitu antara
lain: 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai pelayanan administrasi
kependudukan bagi warga negara asing (WNA) menurut Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013? 2) perbedaan pelayanan antara WNA yang memiliki
izin tinggal sementara dan 1zin tinggal tetap menurut hukum positif Indonesia?
3) Bagaimana peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bojonegoro, apa saja pelayanan WNA yang didapat sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013? Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) menganalisis
pengaturan hukum. 2) mengidetifikasi dan menjelaskan perbedaan pengaturan
pelayanan. 3) mengetahui peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bojonegoro apa saja pelayanan WNA yang didapat sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta bahan non-hukum
yang berupa wawancara dengan Dukcapil Bojonegoro.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan hukum mengenai
pelayanan administrasi kependudukan bagi WNA diatur dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013, yang membedakan pelayanan berdasarkan jenis izin
tinggal. WNA dengan ITAP memiliki hak atas NIK, KTP-el dan KK, sedangkan
WNA dengan ITAS hanya mendapatkan SKTT sebagai identitas sementara. 2)
Terdapat perbedaan pelayanan antara WNA tinggal sementara dan tinggal tetap,
baik dari segi dokumen yang diberikan maupun status dalam sistem
kependudukan. WNA tinggal tetap, diakui sebagai penduduk, sedangkan WNA
tinggal sementara hanya dicatat untuk keperluan administratif dasar.
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3) Disdukcapil Bojonegoro berperan sebagai pelaksana pelayanan, fasilitator
pendataan, dan koordinator lintas instansi, dengan memberikan pelayanan
berupa SKTT bagi WNA ITAS dan KTP-el bagi WNA ITAP. Namun, masih
ditemukan kendala berupa kurangnya pendampingan bagi WNA non-pekerja
dan minimnya pemahaman WNA terhadap prosedur administrasi.
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ABSTRACT

This Thesis, entitled “The Role of the Department of Population and Civil
Registration of Bojonegoro Regency in Providing Administrative Service
for Foreign Citizens A Perspective of Law Number 24 of 2013 on
Population Administration”, was written by Nadia Putri Supyani, NIM
126103213269, from the Constitutional Law Study Program, Sharia
Department, Faculty of Sharia and Law, State Islamic University of Sayyid
Ali Rahmatullah Tulungagung, in the year 2025. This Thesis was
Supervised by Muhammad Amiril A’la, M.H.

Keywords: Department of Population and Civil Registration, Foreign Citizens,
Population Administrative Service.

This research is behind the important of the Bojonegoro Regency
Population and Civil registration Service in Providing National in
Indonesia, especially in Bojonegoro. In practice, foreigners often face
obstacles such as procedural information limitations, language constraints,
complicated administrative requirement.

The formulation of problems that will be research for author is 1)
What is the legal regulation regrading population administration service for
foreign nationals (WNA) according to Law Number 24 of 2013? 2)
Differences in service between foreigners with temporary residence
permits and permanent residance permints according to positive
Indonesian Law? 3) What are the roles of the Bojonegoro Regency
Population and Civul Regustration Service, what are the foreigners
obtained in accordance with Law Number 24 of 2013? The purpose of this
study is 1) To analyze legal arrangements. 2) Identifying and describing
difference in servuce settings. 3) Knwoing the role of the Bojonegowo
Regency Population and Civil Registration service what foreigners service
obtained in accordance with Law Number 24 of 2013.

The research method used in this study is a normative legal method
with a statutory approach and conceptual approach. Primary, secondary,
tertiary, and non-legal materials in the form of interviews with the
Bojonegoro Dukcapil.

The result of the research indicated that 1) The legal regulations
regarding population administration services for foreigners are regulated in
Law Number 24 of 2013, which distinguish services based on the type of
residence permit. Foreigners with ITAP have rights to NIK, e-KTP and KK,
while foreigners with ITAS only get SKTT as a temporary identity. 2)
There is a difference in service between foreigners living temporarily and
staying still, both in terms of the given documents and status in the
population system. Foreigners remain permanent, recognized as residents,
while foreigners stay temporarily only recorded for basic administrative
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purposes. 3) Disdukcapil Bojonegoro serves as a service implementer, data
collection facilitator, and cross-institutional coordinator, by providing
services in the form of SKTT for WNA ITAS and KTP-el for WNA ITAP.
However, there are still obstacles in the form of a lack of assistance for
non-worker foreigners and a lack of understanding of foreigners regarding
administrative procedures.
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